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PUTUSAN
Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

, v

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana

tertera di bawabh ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor 04 September 1998,
umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan
XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Herdiyan Nuryadin, SH.,
MH., CLA., Advokat, Legal Auditor dan Kurator pada “Herdiyan
Nuryadin & Partners” beralamat di Gedung Setyajaya Blok III-
16, JI. Raya Pajajaran Nomor 23, Baranang Siang, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat alamat domisili elektronik emalil
herdiyan.law@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 59/X/1349/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 30 Oktober 2024,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 28 Desember 2000,
umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman XXXX, Kelurahan XXXX,
Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak berperkara;
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Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024
yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor
tanggal 30 Oktober 2024 dengan register Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Bgr,
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Masehi atau
bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1444H, telah dilangsungkan
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai
dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut baru
didaftarkan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat,
sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
802/18/1X/2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di JI. Neglasari Il RT 002/RW 001, Kecamatan
Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana diterangkan
dalam Kartu Keluarga Nomor: 3271052811220014 yang dikeluarkan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sujatmiko Baliarto
A.TD., M.M., NIP: 196810121992031006;
3. Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak
dikaruniai anak;
4, Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
tidak berjalan baik-baik saja, penuh lika-liku serta sering diwarnai
percekcokan, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
mengalami keretakan dan menjadi tidak rukun yang diakibatkan oleh sikap
dan perilaku Tergugat yang kerap kali membohongi Penggugat serta
Tergugat kerap kali tidak memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf F
menjelaskan :“Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.”
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Maka berdasarkan hal tersebut maka Penggugat yakin serta memiliki dsar
untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat kepada
Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A, serta memohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara a quo untuk memutus
rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

6. Bahwa Bahwa pada puncaknya disebabkan terjadinya cekcok yang
berlangsung secara terus-menerus, terlebih lagi hanya mengenai hal-hal
yang sepele, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat sendiri, tidak
memberikan nafkah maupun kabar keberadaan yang bersangkutan.
Sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat sudah tidak lagi mau
bertanggung jawab sebagai suami. Padahal kewajiban Tergugat kepada
Penggugat berdasarkan penggalan ayat Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat
223 serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 tentang
kewajiban suami adalah sebagai berikut:“Para ibu hendaklah menyusukan
anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) “Sesuai dengan penghasilannya
suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri”.
Berdasarkan hal-hal tersebut sudah jelas bahwa salah satu kewajiban
seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, namun
Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban tersebut;

7. Bahwa Penggugat pernah berusaha mendiskusikan hal ini dengan
Tergugat, namun Tergugat terkesan mengabaikan dan menganggap
sepele permasalahan ini. Padahal permasalahan ini dapat dibicarakan
demi keberlangsungan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat,
sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa dalam menjalani biduk rumah
tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk
mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Setelah pergi

meninggalkan Penggugat, pada tanggal 7 Oktober 2024 antara Penggugat
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dan Tergugat sempat bertemu, namun bukannya berdiskusi secara baik
untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat malah
melakukan/mengucapkan Talak terhadap Penggugat. Maka sudah secara
nyata, jelas dan terbukti bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat telah rusak (broken marriage) dan tidak dapat di damaikan
kembali (rujuk) serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk
berpisah;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sudah berupaya untuk
mencari jalan keluar dari perselisihan tersebut berupa musyawarah
keluarga namun tidak ada itikad baik dari Tergugat sehingga musyawarah
tersebut tidak berhasil dan meyakinkan Penggugat bahwa rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa
terhadap Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di
Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A karena Penggugat berkesimpulan
sudah tidak sepatutnya lagi Tergugat menjadi imam dan panutan bagi
keluarga serta sebagai kepala keluarga sebagaimana tercantum pada
Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (6) serta Pasal 116 Huruf F yang
berbunyi: “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b” dan “Antara
suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Persidangan
Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a quo untuk memutus rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yakni perceraian, karena Penggugat berkesimpulan sudah tidak
sepatutnya lagi Tergugat menjadi imam dan panutan bagi keluarga serta
sebagai kepala keluarga;

11. Bahwa seperti dijelaskan dalam poin 5 (lima) diatas, Tergugat telah
meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2024, dengan tidak
memberikan nafkah serta tidak memberitahukan kabar yang bersangkutan
kepada Penggugat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
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No. 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C Angka 1 yang berbunyi:
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling
singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut serta Penggugat
dan Tergugat tidak dapat kembali hidup rukun serta tidak lagi tinggal
bersama selama lebih dari 6 (enam) bulan, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A c.q. Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bogor Kelas 1A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
a quo untuk menjatuhkan Putusan ikatan Perkawinan Penggugat
(PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus dengan perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A c.q.
Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan perkara ini
untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai

berikut:
Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat/ istrinya

(PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan
Agama Bogor Kelas 1A,
3. Memutuskan biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Subsider:
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini
berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang
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menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan
Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 31 Oktober 2024, yang dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat pada perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Putri Umulia
Citra Islami dengan Nomor Induk Kependudukan 3271054409980005,
bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bogor Utara, Kota Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat Nomor
802/18/1X/2022, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama tergugat Taufik Rahman sebagai
Kepala Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 3271052811220014,
bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai, (bukti P.3);
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4. Kopi rekaman audio Tergugat mengucapkan talak , bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi screenshoot WA Penggugat Putri Umulia Citra Islami
dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.5);
B. Saksi
1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX,
Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri yang menikah tahun 10 September 2022 karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan
XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai
keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tangga
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah
karena Tergugat suka membohongi Penggugat dan Tergugat tidak
dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2024 antara Penggugat
dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan
hubungan suami istri lagi;

HIm.7 dari 18 him. Put. No.1351/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX,
Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri yang menikah tahun 10 September 2022 karena saksi
adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di Jalan Neglasari 1| RT 002 RW 001
Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi
Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai
keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tangga
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dan pernah
melihat Penggugat dan Tergugat tengkar waktu menginap di rumah
saksi adalah karena Tergugat suka membohongi Penggugat dan
Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2024 antara Penggugat
dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan
hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan

Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak
hadir dan dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dengan verstek
sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat
dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah
tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh
untuk bercerai;

Kewenangan dan legal standing

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum
Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Bogor, sebagaimana bukti P.1, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst".

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
sebagaimana bukti P.2 dalam duduk perkara putusan ini, maka keduanya
memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam

perkara ini (persona standi ini judicio);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta Pasal 143 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan
maka usaha damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis
hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai
dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;
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Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang
lalu, disebabkan karena karena sikap dan perilaku Tergugat yang kerap kali
membohongi Penggugat serta Tergugat kerap kali tidak memberikan nafkah
yang cukup bagi Penggugat. Puncak perselisihannya terjadi pada bulan Maret
2024 yang lalu, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah
sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, upaya damai
sudah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi,
yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870
KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai. Hal ini membuktikan tentang identitas dan domisili

Penggugat saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor yang
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berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena itu bukti tersebut dapat
diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang
membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat
merupakan pihak yang berkepentingan (Persona Standi In Yudicio) dalam
perkara a quo, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa copy rekaman audio
isi bukti menerangkan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada
Penggugat secara langsung , dengan demikian rumah tangga Penggugat
sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa screenshoot percakapan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp Tergugat
yang menjelaskan bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk
bercerai.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat,
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat
(1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Kamar
Agama Nomor 7 Tahun 2012. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak awal pernikahan tahun 2022 yang lalu penyebabnya karena
sikap dan perilaku Tergugat yang kerap kali membohongi Penggugat serta
Tergugat kerap kali tidak memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat.
Upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024
yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat
telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan
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dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan
dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, namun belum dikaruniai
anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan
sejak tahun 2022 yang lalu sampai saat ini disebabkan karena sikap dan
perilaku Tergugat yang kerap kali membohongi Penggugat serta Tergugat
kerap kali tidak memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak
bulan Maret tahun 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan
namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan
Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang
menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara
Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di
persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau
untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga
maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya
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bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap
Penggugat menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan
Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang
ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang

berbunyi
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menc:ptakan

Vo
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untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan,
dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang
abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan
rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus-menerus, semua usaha

perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka
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yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri)
tersebut telah pecah™;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menerapkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum
Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta
hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka
menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan
demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan
alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk
melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari
sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan
menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau
salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak
memberikan sakinah dan tidak ada lagi mawaddah dan rahmah sesuai dengan
Qaidah Fighiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

[e] o - - [e]
adlasll s Gl 2383 awlaall €55
Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik
maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat
telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C
Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, oleh karena itu sesuai
dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan
Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan serta
tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan
beralasan maka maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.
Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan
H. Muammar, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Hashi Hamzah, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H. H. Muammar, S.H.l.,, M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- Biaya Proses ‘Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 56.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 226.000,00
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(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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